
1

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan, jo. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang …
236150

Jalan Wastukancana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 – 4207706 – 4240127 Fax (022) 4236150

Bandung – 402117 Provinsi Jawa Barat



2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4562);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2011 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN

2012-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bandung.

5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Tahun 2012-2025, yang selanjutnya disingkat

RIPPARDA Tahun 2012-2025 adalah pedoman utama

bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian

pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi

visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang

perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam

pembangunan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,

dan pemerintah daerah.

8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang

terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi

serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan

pengusaha.

9. Wisatawan ...
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9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

10. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang

menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya

tarik wisata.

11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang

di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang

saling terkait dan melengkapi terwujudnya

kepariwisataan.

12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan

dalam penyelenggaraan pariwisata.

13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan

produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan

untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh

pemangku kepentingannya.

14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur

beserta jaringannya yang dikembangkan secara

terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah,

swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi,

dan mekanisme operasional yang secara

berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke

arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan

kunjungan wisatawan.

16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan

barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

17. Fasilitas ...
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17. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan

pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang

terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.

18. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat

berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan

fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana

tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi

lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi

yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang

memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi

untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai

pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

20. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang

pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai

suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya,

serta memiliki karakter atau tema produk wisata

tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai

komponen pencitraan kawasan tersebut.

21. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan

penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis

pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta

berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan

penyajian produk bermuatan pendidikan dan

pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan

kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi

daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung,

kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan

budaya.

22. Pariwisata perkotaan kreatif adalah pariwisata yang

memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya

alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai

daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi

kreatif masyarakat dan wisatawan.

23. Berwawasan ...


